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P U T U S A N

Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Tlb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT,  umur  29  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

xxxxxxxx  xxxxx  xxxxxx,  tempat  kediaman  di  xx  xxx  xx  xxx,

xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx,  xxxxxxxx  xxxxxxx,  Domisili  Elektronik  xxxxx,  sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur  33  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan

xxxxxxxx  xxxx,  tempat  kediaman  di  xx  xxx  xx  xxx,  xxxxxxx

xxxxxxx  xxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxx  xxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxx

xxxxxx, Lampung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Desember 2024

telah  mengajukan  gugatan  cerai  gugat  yang  didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Tulang  Bawang  dengan  Nomor  592/Pdt.G/2024/PA.Tlb,

tanggal  03 Desember 2024,  dengan dalil-dalil  yang pada pokoknya sebagai

berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2022, Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  xxxxxxxxx  xxxxxx  xxxx,  xxxxxxxxx

xxxxxx  xxxxxx,  xxxxxxxx  xxxxxxx,  sebagaimana  sesuai  dengan  Kutipan

Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 16 Januari 2022;

2. Bahwa,  sebelum menikah Penggugat  berstatus  Janda cerai  hidup
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mempunyai  satu  orang  anak  dari  pernikahan  sebelumnya  sedangkan

Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

rumah orang tua Tergugat di xxxxxxx xxxxxxx xxxxx; 

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul

layaknya  suami  istri  dan  saat  ini  telah dikaruniai  seorang  anak  yang

bernama ANAK, Lahir di Lampung Tengah, tanggal 15 oktober 2022, yang

saat ini dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup

rukun dan damai akan tetapi sejak awal  Juli 2022 antara Penggugat dan

Tergugat  sering  terjadi  pertengkaran  dan  perselisihan  yang  disebabkan

karena:

a. Tergugat  pernah  dua  kali  masuk  penjara  karena  kasus

narkoba,  karena  Penggugat  merasa  tertipu  akhirnya  Penggugat

mengajak  pisah  rumah  dengan  Tergugat  hitungan  4  hari  antara

Penggugat dan Tergugat rujuk kembali; 

b. Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat; 

6. Bahwa di awal februari 2023, Tergugat pernah melemparkan koper

kebadan Penggugat dikareanakan Penggugat menasehati Tergugat karena

sering pulang malam dan Tergugat tidak terima dinasehati oleh Penggugat;

7. Bahwa pada awal september 2023, Tergugat memukul badan kepala

sampai  menampar Penggugat  pakai  sendala,  sehingga Penggugat  tidak

sadarkan  diri  sampai  masuk  rumah  sakit  karena  masalah  keuangan,

Tergugat tidak jujur kepada Penggugat;

8. Bahwa  pada  tanggal  24  oktober  2024,  Tergugat  masih  bergaul

dengan temannya yang masih memakai narkoba dan saat itu Penggugat

berusaha  menasihati  Tergugat supaya  tidak  bergaul  dengan  temannya

yang  memakai  narkoba,  namun  Tergugat tidak  mau  dan  memilih

Penggugat  supaya  pergi  dari  rumah,  Penggugat  saat  itu  tetap  masih

bertahan;

9. Bahwa  pada  tanggal  26  oktober  2024,  terjadi  pertengkaran  dan

perselisihan  yang  disebabkana  karena  Tergugat  mengambil  handphone

milik orang tua Tergugat untuk dijual oleh Tergugat, namun diketahui oleh

Penggugat, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat agar handphone
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yang diambilnya agar dikembalikan kepada orang tuanya, namun Tergugat

malah tidak terima, karena masalah tersebut akhirnya Tergugat mengusir

Penggugat  dan  sampai  menampar  Penggugat,  dan  disaat  itu  juga

Penggugat  langsung  pulang kerumah  orang  tua  Penggugat  di  xxxxxxx

xxxx xxxxxx sedangkan Tergugat masih tetap tinggal  dirumah orang tua

Tergugat di xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, sampai dengan saat ini telah berjalan

lebih kurang 1 bulan 7 hari;

10. Bahwa  pada  tanggal  04  November  2024,  Tergugat  menemui

Penggugat kerumah orang tua Penggugat dengan alasan Tergugat tidak

terima  ditinggal  oleh  Penggugat dan  saat  iu  terjadilah  cekcok  antara

Penggugat dengan Tergugat, Tergugat menodongkan pisau kePenggugat

lalu  Tergugat  mengancam  ingin  membunuh  anak  tirinya,  lalu  Tergugat

menemui anak tirinya disekolahan untuk dibawanya, namun pihak sekolah

tidak  memperbolehkan,  kemudian  Tergugat  kembali  lagi  kerumah

Penggugat  namun  malah  bertemu  dengan  Penggugat  ditengah  jalan,

Tergugat  langsung  ingin  membunuh  Penggugat  dengan menodongkan

pisah  dileher  dan  diperut  Penggugat  dan  sampai  memukul  Penggugat

sehingga pisau tersebut mengenai tangan Penggugat, dan dihari itu juga

Penggugat langsung melaporkan Tergugat ke POLRES Tulang Bawang;

11. Bahwa  Penggugat  sudah  berusaha  bersabar  bahkan  keluarga

Penggugat diantaranya orang tua Penggugat juga keluarga Tergugat yaitu

orang  tua  Tergugat  telah  berupaya  untuk  merukunkan  Penggugat  dan

Tergugat, namun upaya tersebut  tidak berhasil; 

12. Bahwa  atas  sikap  dan  perbuatan  Tergugat  tersebut  di  atas,

Penggugat  merasa  tidak  sanggup  lagi  untuk  mempertahankan  rumah

tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah

bercerai dengan Tergugat ; 

13. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi

Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang kiranya berkenan

menerima dan memeriksa perkara ini;

14. Bahwa  Penggugat  sanggup  membayar  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini;
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Majelis  Hakim  untuk  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya  berbunyi  sebagai

berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; 

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

 

 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil  secara resmi dan

patut yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.  Surat:

1. Fotokopi  Surat  Keterangan  Domisili  atas  nama  Penggugat  dengan

Nomor: XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxx xxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Tanggal 07 November

2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos
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dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,  lalu oleh

Ketua Majelis diberi tanda P1; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Banjar Baru xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx  xxxxxxxx  xxxxxxx,  Nomor  XXXXX Tanggal  16  Januari  2022,

bukti  surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup,  telah  dicap  pos  dan

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Majelis diberi tanda P2; 

3. Fotokopi  Surat  Tanda  Penerimaan  Laporan  dugaan  Tindak  Pidana

Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dengan  Nomor

:STTLP/B/274/XI/2024/SPKT/POLRES  TULANG  BAWANG/POLDA

LAMPUNG  yang  dikeluarkan  oleh  Polres  Tulang  Bawang  xxxxxxxx

xxxxxxx Tanggal 04 November 2024, bukti  surat tersebut telah diberi

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3; 

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat

tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, saksi adalah ayah kandung

Penggugat,  di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan  sebagai

berikut:

- Bahwa,  saksi  kenal  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan

suami istri; 

- Bahwa,  saksi  mengetahui  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat  pada awalnya rukun dan harmonis,  akan tetapi  kurang

lebih  sejak  awal  Juli  2022  sudah  tidak  rukun  lagi  sering  terjadi

pertengkaran; 

- Bahwa, saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan

dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  yang  menjadi  penyebab  ketidak

harmonisan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  disebabkan

adalah Tergugat sering melakukan kekerada fisik kepak Penggugat

seperti menodongkan pisau ke Penggugat dan mengancam anak
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tirinya  untuk  dibunuh  selain  itu  Tergugat  pernah  2  kali  masuk

penjara masuk penjara karena kasus narkoba;

- Bahwa  saksi  mengetahui  Penggugat  melaporkan  Tergugat  telah

melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ke Polres Menggala

akan tetapi dicabut dan diselesaikan secara damai;

- Bahwa, saksi  mengetahui  antara Penggugat dan Tergugat sudah

pisah rumah sejak 1 bulan sampai  dengan sekarang dan sudah

tidak bersatu lagi; 

- Bahwa,  baik  saksi  maupun  pihak  keluarga  sudah  berusaha

merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;  

2. SAKSI  2,  umur  63  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  xxxxxxxxxx,

bertempat  tinggal  di  KABUPATEN TULANG BAWANG,  saksi  adalah

ayah kandung Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut:

 Bahwa,  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  sebagai

suami istri; 

 Bahwa,  saksi  mengetahui  dari  perkawinan  Penggugat  dan

Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

 Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah  tidak  lagi  harmonis,  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  sejak  awal  Juli  2022  yang  mengakibatkan  antara

Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 bulan yang

lalu  sampai  dengan  sekarang  dan  selama  berpisah  antara

Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi; 

 Bahwa,  saksi  melihat  dan  mendengar  sendiri  peristiwa

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  penyebab  perselisihan  dan

pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat

sering  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  kepada

Penggugat,  Tergugat  menodongkan  pisau  ke  Penggugat  lalu

Tergugat mengancam ingin membunuh anak tirinya, Tergugat malas

bekerja sehingga kurang memberi nafkah kepada Penggugat; 
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 Bahwa saksi mengetahui Penggugat melaporkan Tergugat telah

melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ke Polres Menggala

akan tetapi dicabut dan diselesaikan secara damai;

 Bahwa,  pihak  keluarga  sudah  ada  upaya  mendamaikan  dan

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;  

 Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat

dan Tergugat; 

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  pada

pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan

Penggugat; 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi

dan patut,  tidak datang menghadap di  muka sidang dan pula tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  alasan  perceraian  dalam  gugatan

Penggugat  adalah  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat yang disebabkan masalah narkoba

Tergugat pernah masuk penjara 2 kali karena aksus tersebut selain itu Tergugat

sering  melakukan kekerasan fisik  kepada Penggugat  dan anak tiri  Tergugat

yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1

bulan yang lalu;
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Menimbang  bahwa  berdasarkan  rangakaian  dalil  gugatan  Penggugat

tersebut  dan  keterangan  Penggugat  di  persidangan,  Majelis  Hakim

berpendapat  bahwa  gugatan  Penggugat  mengisyaratkan  didasarkan  pada

ketentuan  Pasal  19  huruf  (d)  dan  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu

salah  satu  melakukan  kekerasan fisik  dan  kekejaman yang membahayakan

pihak  lain  selain  itu  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus

antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg.

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat  dapat  dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) yang telah

bermeterai cukup,  bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut

menjelaskan  mengenai  agama  dan  tempat  tinggal  Penggugat,  bukan

merupakan akta autentik,  akan tetapi  masuk kategori  surat  lain  yang bukan

akta,  karenanya  Hakim  menilai  kekuatan  pembuktiannya  sebagai  bukti

pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881

Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.2  (Kutipan  Akta  Nikah)  telah  memenuhi

syarat  formil  dan  materiil  sebagai  akta  otentik,  oleh  karena  itu  mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo.

Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami

istri  sah,  menikah  pada  16  Januari  2022  di  Kecamatan  KUA Banjar  Baru

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal

7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa alat bukti P.3 (Tanda Terima Laporan dugaan Tindak

Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga)  yang  telah  bermeterai  cukup,

bernazegelen dan  cocok  dengan  aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan

mengenai  agama  dan  tempat  tinggal  Penggugat,  bukan  merupakan  akta

autentik,  akan tetapi  masuk kategori  surat  lain  yang bukan akta,  karenanya
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Hakim  menilai  kekuatan  pembuktiannya  sebagai  bukti  pendukung  dalil-dalil

gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata

dan dikuatkan dengan 2 orang saksi  yang menyatakan Tergugat  melakukan

kekerasan fisik dan telah dilaporkan ke Kapolres Menggala akan tetapi telah

diselesaikan  secara  damai  maka  Hakim  menilai  alat  bukti  surat  P.3  dapat

menguatkan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan kekerasan

fisik kepada Penggugat;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  Majelis  Hakim  perlu  mendapatkan

keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat  dengan suami

isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat;  

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil

sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg.,

sehingga membuktikan bahwa konidis rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan

narkoba  dan  Tergugat  melakukan  kekerasan  fisik  kepada  Penggugat  dan

anaknya yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak

1 bulan yang lalu;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2

Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat

bertempat tinggal di wilayah Tulang Bawang ;

2. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  merupakan  suami  isteri  yang

menikah secara agama Islam pada tanggal 16 Januari 2022 di Kecamatan

KUA Banjar Baru xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ;

3. Bahwa  pada  mulanya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

rukun namun sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sejak Juli

tahun 2022 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan

bertengkar;
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5. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan fisik dan 2

kali dipenjara kasus narkoba;

6. Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  antara

Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 bulan yang lali dan

selama  itu  pula  keduanya  tidak  pernah  berkumpul  lagi  dan  tidak

melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  masing-masing  sebagaimana

layaknya suami isteri;

7. Bahwa,  baik  Majelis  Hakim dalam persidangan,  maupun  pihak

keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berusaha  menasehati

Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga

untuk merukunkan Penggugat  dan Tergugat,  akan tetapi  tidak berhasil,

karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat

bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang ; 

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri

yang sah yang menikah secara agama Islam;

3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; 

4. Bahwa  sudah  ada  upaya  yang  maksimal  untuk  merukunkan

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; 

5. Bahwa,  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pecah

(marriage breakdown) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar

tweespalt);

6. Bahwa  alasan  perceraian  Penggugat  tidak  disebabkan  suatu

perbuatan yang melawan hukum; 

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  atas  Majelis  Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:
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Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan

belum  pernah  terjadi  perceraian  menurut  hukum  dan  perundang-undangan

yang berlaku sesuai  dengan Pasal  2  Undang-undang Nomor 1  Tahun 1974

tentang  Perkawinan,  maka  masing-masing  pihak  mempunyai  hak  dan

kepentingan  untuk  mengajukan  tuntutan  dalam sengketa  perkawinan  dalam

perkara  ini  (persona  standi  in  judicio),  dan  perkara  ini menjadi  kompetensi

absolut Pengadilan Agama;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Tergugat

melakukan kekejaman fisik memukul dan mengancam Penggugat;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan

untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt), sehingga tujuan pernikahan

untuk  membina  keluarga  sakinah,  mawadah,  warohmah sebagaimana

dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi

Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur’an Surat ar Rum [30] ayat

21, telah tidak terwujud; 

Bahwa  memaksakan  untuk  mempertahankan  kondisi  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat  yang  sudah  pecah  dan  tidak  ada  harapan  untuk

dipertahankan lagi,  akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari  pada

manfaatnya,  padahal  menolak  mafsadat  diutamakan  daripada  mengharap

maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Bahwa  karena  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

rukun,  telah  terjadi  perselisihan dan pertengkaran yang terus  menerus,  dan

tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga  selain  itu

Tergugat  sebagai  seorang  suami  melakukan  tindak  kekejaman  kepada

Penggugat  maka  fakta  hukum  tersebut  telah  memenuhi  alasan  perceraian

sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (d) huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal  116 huruf  (d) dan huruf (f)  Kompilasi  Hukum

Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;
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Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan

yang melawan hukum (onrechtmatige daad), maka sesuai Pasal 149 ayat (1)

R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah

bergaul sebagaimana layaknya suami isteri  (ba’da dukhul),  dan berdasarkan

catatan  perubahan  NTR  dalam  P.2  antara  Penggugat  dan  Tergugat  belum

pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan

dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119

ayat (2),  huruf c,  Kompilasi  Hukum Islam, Majelis Hakim akan mengabulkan

gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra dari Tergugat

terhadap Penggugat; 

Menimbang bahwa talak ba’in sughra merupakan talak yang dijatuhkan

oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak

ba’in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali,

terkecuali dengan akad nikah yang baru; 

Biaya Perkara  

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);  

4. Membebankan kepada Penggugat  untuk  membayar  biaya perkara

sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah ). 

Penutup
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan

pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal

21  Jumadil  Akhir  1446  Hijriyah,  oleh  kami  Annisa  Mina  Ramadhani,  S.H.I.,

M.Sos sebagai Ketua Majelis,  Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.,M.H. dan Dwi Sakti

Muhamad  Huda,  S.H.I.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan

tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari  itu  juga,  oleh  Ketua  Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh  Hakim

Anggota  yang  sama  dan  dibantu  oleh  Dwi  Setyo  Darmawan,  S.ST.,  S.H.

sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Penggugat secara  elektronik

tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos

Hakim Anggota,

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dwi Setyo Darmawan, S.ST., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00

2. Proses : Rp75.000,00

3. Panggilan : Rp16.000,00

4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00

5. Redaksi : Rp10.000,00

6. Meterai : Rp  10.000  ,00  

Jumlah Rp161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

 Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Tlb

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13


